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ABSTRAK

Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik semigkgusur oleh
maraknya penggunaan bahasa asing dan bahasa dikEiah ini bertujuan
mengungkapkan wujud penggunaan bahasa Indonesiarj publik serta strategi
yang dapat dilakukan sebagai upaya penegakan fa@ngan penggunaan bahasa
Indonesia di ruang publik. Metode yang digunakatardapenelitian ini yakni
metode observasi korelasional dan bersifat analitidkasi penelitian di Kota
Makassar pada seluruh pelaku bisnis yang bergeda pidang properti,
perdagangan, perhotelan, dankuliner. Berdasarkan hasil penelitian mengenai sikap
bahasa para pelaku usaha/bisnis terhadap penggbahasa Indonesia di ruang
publik di Kota Makassar, ditemukan adanya indikzsihwa penghargaan bangsa
Indonesia terhadap bahasa nasionalnya semakinrbaatkuBahasa Indonesia tidak
lagi menjadi alat kebanggan bangsa dan ‘diangdak tapat menjadi media untuk
memajukan kegiatan bisnis oleh para pelaku usamgbiAda lima strategi yang
dapat dilakukan untuk menegakkan aturan pengutamalaasa Indonesia di ruang
publik, yakni 1) melakukan penertiban terhadap pengan bahasa pada media
massa/sosial yang masih menggunakan bahasa AsindJpaya sosialisasi
kebijakan pengutamaan penggunaan bahasa Indoi3@sMelakukan pembinaan
dan pengembangan bahasa secara periodik. 4) Mexkbkaih peraturan daerah
tentang aturan penggunaan bahasa Indonesia di pudotigg dan sanksi yang akan
diberikan oleh pemerintah. 5) Menjalin relasi dagrj& sama dengan seluruh
elemen masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat nmgikga harkat dan martabat
bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu daméaiéatitas nasional.

Kata Kunci: Strategi, pengutamaan, bahasa I ndonesia, ruang publik.

ABSTRACT

The use of Indonesia language in public space is increasingly shifted by the rise of
foreign and region languages. The paper aims to reveal the form of Indonesia language
use in the public space and strategies that can be conducted as an effort to prioritize the
use of Indonesia language in the public space. The research uses correlational and
analytical methods. It was conducted in Makassar in all business performer engaged in
property, trade, hotel and culinary. As result of research on the nature of language for
business performer to the use of Indonesia language in Makassar found indications that
the appreciation of Indonesian nation to the national language is decrease. Indonesia
language is no longer a tool of national pride and cannot be a media for advancing
business activities by business performers. There are 5 (five) strategies that can be done to
enforce the rules of prioritizing Indonesia language in the public space, namely 1) Doing
control to the use of language in mass media or social that still use foreign language; 2)
Efforts to socialize the priority policy using Indonesia language; 3) Doing guidance and
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language development periodically; 4) Enact regional regulations on the rules of using
Indonesian language in public spaces and sanctions to be given by the government; 5)
Establish relationships and cooperation with all elements of society. It is expected to raise
the dignity of the Indonesian language as a unifying language and symbol of national
identity.

Keywords: Srategy, priority, Indonesia language, public space

PENDAHULUAN

Momentum Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 telah mesitidra sebuah
keputusan penting yang mendudukkan bahasa Indosebi@gai bahasa persatuan.
Bahasa Indonesia dalam perkembangannya telah mamapyatukan berbagai lapisan
masyarakat yang berbeda latar belakang sosial,yaudehasa, dan etnik ke dalam

satu kesatuan bangsa Indonesia.

Bahasa Indonesia semakin kokoh kedudukannya ket&guangan politik
bangsa Indonesia mencapai puncaknya pada tanggahgligtus 1945. Proklamasi
Kemerdekaan bangsa Indonesia telah mengukuhkansdamglonesia sebagai bangsa
yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmMerujuk pada Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang BemdBahasa, dan Lambang
Negara, Serta Lagu Kebangsaan, Bab Il pasal 2gang dikutip dalam
(http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahassfsfault/files/UU_2009_24.pdf)d

sebagai berikut ini.

(1) Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa megara dalam Pasal 36
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Isindahun 1945
bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam SuRpatuda tanggal 28 Oktober
1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkaai ssngan dinamika
peradaban bangsa.

(2) Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada abatf(igsi sebagai jati diri
bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatgdiesbku bangsa, serta sarana
komunikasi antardaerah dan antarbudagaah.

(3) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara isedagalimaksud pada ayat
(1) berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraanapemgendidikan, komunikasi

tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasimaasaksi dan dokumentasi
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niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatapehgetahuan, teknologi,

seni, dan bahasa media massa.

Atas dasar Undang-Undang tersebut itu, berkemblangénjabarannya dalam
segala sektor kehidupan nasional yang makin koraplé&lam pendidikan, ilmu
pengetahuan, administrasi negara, perundang-undapghtik, perdagangan, pers, dan

pergaulan antaretnik/antarsuku.

Bangsa Indonesia yang telah mencapai usia kemeadeka-73 tahun,
menandakan bahwa perjalanan sejarah bangsa irin $edalang tua dan dalam tahap
yang sangat mapan. Namun demikian, usia maparbtdridak berarti bahwa bahasa

Indonesia tidak mengalami berbagai permasalahan.

Permasalahan yang menyangkut kebahasaan di Indonesangatlah
kompleks. Permasalahan itu tidak hanya menyangkbuisa Indonesia, tetapi juga
bertemali dengan permasalahan yang ditimbulldeh keanekaragaman bahasa
daerah dan penggunaan bahasa-bahasa ' asirgntuertterutama bahasa Inggris.
Seiring sejalan dengan permasalahan bahasa itspgl@n bahasa sebagai sarana

ekspresi estetis turut menambah kekompleksan parskabahasaan.

Situasi globalisasi pun menjadi salah satu perrabaal berat yang dihadapi
bahasa Indonesia dalam eksistensinya sebagai sewamanikasi formal dan informal.
Era globalisasi seperti saat ini. telah ‘memberi gedu besar terhadap bahasa asing
terutama bahasa Inggris yang penggunaannya santgtdihindari. Pengaruh ini
tampaknya hampir menyentuh seluruh aspek penggurataasa Indonesia. Penggunaan
bahasa asing (bahasa Inggris) semakin menggejaltartea di ruang publik. Hal ini
dapat ditemukan mulai dari nama institusi, perugahseperti restoran, hotel, rumah
sakit, mal, warung kopi, dan iklan-iklan yang tespag di pinggir jalan, bahkan warung-
warung yang banyak di tepi jalan. Fenomena inistdvarlanjut dan sepertinya pihak

penguasa tidak mampu mengaturnya.

Penggunaan bahasa pada ruang publik di Indone@sarigat fenomenal, menarik
dan bervariasi. Situasi kedwibahasaan dan kembHigsman menandai penggunaan
bahasa pada ruang publik. Pada kenyataannya, bdhaszh dan bahasa Inggris masih
mendapat proporsi utama dalam penggunaan bahasardj publik. Artinya, rasa cinta
terhadap bahasa Indonesia terkalahkan oleh bahasahddan bahasa Inggris. Sementara

itu, penggunaan bahasa pada ruang publik, sud&lr dieh negara. Penggunaan bahasa



pada ruang publik di seluruh wilayah Indonesia fiamengikuti aturan sebagaimana
yang tertuang dalam undang-undang.

Fenomena tersebut di atas, menjadi daya tarik dgbemelitian ini untuk
mengetahui bagaimana wujud penggunaan bahasa Bidongada ruang publik.
Signifikansi hasil kajian mengenai ruang luar pkibterletak pada pengungkapan
fenomena-fenomena ruang terbuka yang bersifat laleal partisipatif (Rahaju &
Nuryanto, 2009). Seperti yang diungkapkan Yeyeragaatian Republika (2015) bahwa
ruang publik merupakan cerminan dari identitas bandan bahasa adalah identitas
bangsa. Artinya, fenomena penggunaan bahasa padg puwblik perlu diungkap untuk
menunjukkan sikap positif suatu masyarakat terhabapasanya, terutama bahasa
Indonesia. Sebagai bangsa yang berbudaya dan mergupersatuan bangsa, sikap
positif terhadap bahasa Indonesia senantiasa dgags (Lukman, 2015).

LANDASAN TEORI

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom@rTéahun 2007 tentang
Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dage®angan Bahasa Negara dan
Bahasa Daerah, dan Peraturan Menteri PerdagangarorN67 Tahun 2013 tentang
Kewajiban Pencantuman Label Berbahasa Indonesi Parhng, serta Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Baldegara Pasal 25 disebutkan
bahwa bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagasebaami negara sesuai dengan
pasal 36 Undang-Undang dasar 1945 bersumber daas@aMelayu yang diikrarkan
dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Asasrdundang-undang dan
peraturan pemerintah sebagaimana yang telah disebdt atas itulah yang sebenarnya
menjadi acuan penggunaan bahasa Indonesia oleharakay dalam memenuhi
kebutuhan komunikasinya. Oleh karena itu, tidak ladaalasan untuk menghindar dari
penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa rasegakaan, pengantar pendidikan,
komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudeayaasional, transaksi dan
dokumentasi niaga serta sarana pengembangan daanfaetan ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, dan bahasa media massa.

Lukman (2015) menjelaskan acuan lainnnya, misaldgiam seminar “Politik
Bahasa Nasional® dengan tema “ Mengawal BangsarBdengan Bahasa’ yang
diselenggarakan oleh Badan Bahasa pada tahun 20Hotd Best Western Hotel,
Jakarta, tersurat keinginan untuk menjadikan bahadanesia sebagai bahasa regional

Asean mengantisipasi Masyarakat Ekonomi Asean (Mga&)a penghujung tahun 2015.
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Salah seorang pembicara kunci dalam seminar tdrsghiiu Imran Gusman Ketua
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesiangimgatkan bahwa untuk
menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunksean, secara politis
rintangannya cukup berat. Secara historis bahadanésia bersal dari bahasa Melayu
dan pendukung bahasa Melayu sepertinya lebih kizndingkan dengan bahasa
Indonesia. Oleh karena itu, seandainya pendukuhgdaalndonesia dan bahasa Melayu
bersatu menjadi Melayu-Indonesia hal ini tidak rabstbisa terwujud. Akan tetapi,
menurut Imran Gusman jangan bercita-cita menjatiaba regional Asean, sementara
masalah-masalah internal dalam bangsa sendiri umeRkjadikan bahasa Indonesia
menjadi tuan di negeri sendiri sepertinya belum manmran Gusman sendiri menunjuk
nama hotel yang ditempati berseminar, y&ast Western Hotel sebagai bukti bahwa
memang institusi yang diberi kewenangan menguersiahg kebahasaan di Indonesia
belum mampu menjalankan tugas dan fungsinya dergmik. Itulah sebabnya,
pertanyaan kunci yang muncul dari Ketua DPD RI @d&Di manakah engkau Badan

Bahasa Selama ini?

Muslich (2010:33) mengemukakan bahwa jati diddsa Indonesia dalam era
globalisasi perlu dibina dan dimasayarakatkan sktiap warga Negara Indonesia. Hal
diperlukan agar bahasa Indonesia tidak terbawa @alks pengaruh budaya-bdaya luar
yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Iston®eskipun disadari bahwa
bahasa Indonesia tidak mungkin. menutu diri dainggbengaruh dengan bahasa daerah
dan juga bahasa asing. Akan tetapi, bahassa Indohasus diberi posisi dan peran
sebagai bahasa utama dalam ranah-ranah publicuatam sehingga bahasa Indonesia

tetap mempertahankan diri ditengah-tengah pergauitarbangsa.

Garvin dan Mathiot (1972:371-373) dalam Lukma&®12) mengemukakan
bahwa terdapat tiga ciri sikap bahasa, yakniKé¥etiaan bahastafiguage looayalty),
(2) kebanggaan bahassarguage pride, dan (3) kesadaran adanya norma bahasa
(awareness of the norm). Kesetiaan bahasa merupakan sikap yang mend&mmgnitas
sebuah bahasa mempertahankan bahasanya dan gealoilmencegah adanya pengaruh
bahasa lain yang bisa mengancam eksistensi balzasaementara, kebanggaan bahasa
merupakan sikap yang mendorong orang mengembangkamhasanya dan
menggunakannya sebagai lambing identitas dan lkesdtelompok atau komunitas.

Begitu pula halnya dengan kesadaran akan normashaharupakan wujud sikap yang



selalu mendorong orang agar selalu menggunakarsdaye secara cermat dan santun

dan merupakan faktor yang sangat besar pengaruérhgdap perilaku berbahasa.

Ketiga ciri yang telah dikemukakan di atas merupagiai sikap positif terhadap
bahasa. Sebaliknya, jika ciri sikap positif itu ahdidak ada atau sudah tidak dimiliki
oleh penutur sebuah bahasa, penutur bahasa tersedaih bersikap negatif terhadap
bahasanya. Atau dengan kata lain, apabila seboimbek masyarakat yang sudah tidak
memiliki gairah atau dorongan untuk menggunakarabatya atau tidak lagi memiliki
rasa bangga terhadap bahasanya dan mengalihkaamagga itu kepada bahasa lain,
mereka sudah bersikap negatif terhadap bahasanya.

Lukman (2012:25) mengemukakan bahwa pada dasaetigg ®rang semestinya
memilki sikap positif terhadap bahasanya. Namu@pspositif itu bisa berubah menjadi
sikap negatif apabila seseorang atau sekelompakgaom@endapat pengaruh dari luar,
terutama dari kelompok yang memiliki prestise teiedi bidang politik, ekonomi, dan
sosial budaya. Mereka dapat memengaruhi penutashatertentu, baik secara langsung
maupun tidak langsung, sehingg penutur sebuah &ahassikap negatif terhadap
bahasanya. Yang lebih parah lagi kalau penutuadmhersebut mengetahui betul
keunggulan bahasa kedua sebagai bahasa domain gisaingan ekonomi, politik, dan
soial budaya. Sejalan dengan itu, Kamaruddin (¥92mengemukakan bahwa pada
situasi seperti itu, orang bisa saja menyatakadg@gan positif terhadap bahasa kedua,

di samping menyatakan sikap negatif secara réatibdap bahasa pertamanya.

Pilihan-plihan  bentuk kebahasaan yang digunakaneosasg biasanya
mencerminkan sikap bahasanya. Sikap bahasa oledrdRgB009) disebutkan sebagai
pilihan-pilihan bentuk kebahasaan yang digunakase@ang setelah melewati
pertimbangan-pertimbangan yang kompleks. Oleh laiémn kebanyakan sikap dan
perilaku berbahasa seseorang cenderung dipandu kdetginan-keinginan untuk
memperoleh prestise. Hal seperti itulah yang senmgmbuat orang suka memilih
menggunakan kata-kata atau istilah asing karerekdsgbanggaan berbahasan@uage
pride). Olehnya itu, Garvin dan Mathiot (1972) mengeakan bahwa terdapat tiga ciri
sikap bahasa seseorang, yakni (1) kesetiaan b@laagaage loyalty) yang mendorong
seseorang mempetahankan bahasanya dan apabilanpencegah adanya pengaruh
bahasa lain, (2) kebanggaan bahaganguage pride) yang mendorong orang

mengembangkan bahasanya dan menggunakannya sebagzang identitas dan

1/ ¢

Kongres
Bahasa Indonesia



kesatuan masyarakat, dan (3) kesadaran adanya roahasa(awarness of the norm)

yang mendorong orang menggunakan bahaasanya derggamat dan santun dan
merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnyadephperbuatan, yaitu kegiatan
menggunakan bahasa. Ketiga ciri itu merupakansdip positif dan sebaliknya kalau
ketiga ciri itu sudah melemah atau tidak ada orgaigg bersangkutan sudah dilanda

sikap negatif terhadap bahasanya.
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode observasi kaoglakdan bersifat analitik.
Hal ini dimaksudkan karena selain mengkaji ketegkaantarvariabel juga ingin melihat
pengaruh sikap bahasa terhadap penggunaan balasesia di ruang publik. Instrumen
yang digunakan dalam pengumpulan data berupa kersiowawancara, dan
mengobservasi situasi penggunaan bahasa pada téenmaitu atau wilayah sasaran.
Penelitian ini dilaksanakan di kota Makassar. Adeopulasi penelitian ini adalah
seluruh pelaku bisnis di kota Makassar, baik yameggérak padabidang properti,
perdagangan, perhotelan, dankuliner. Berhubung karena besar populasi tidak diketahi
secara pasti, sampel dibatasi pada jumlah sekardy® orang dengan sistem sampel
blok dengan menetapkan sebanyak 30 responden aégrleagpat klaster usaha bisnis yang
dipilih sebagai sumber data. Dengan postur sasgedrti itu, dipandang representatif
mewakili populasi. Adapun analisis datailakukan secara deskriptif kualitatif dan

kuantitatif sesuai dengan desain dan tujuan pénelit
PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan baleveygunaan bahasa Asing
dan bahasa Daerah di ruang publik masih mendomiHaini menjadi indikasi bahwa
kehadiran Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 behemberikan dampak terhadap
upaya menjadikan bahasa Indonesia menjadi tuanegerh sendiri. Di mana-mana
masih disaksikan tumbuh subur penggunaan bahasg dalam berbagai situasi dan
ranah pemakaian bahasa termasuk media-media Uiaag,r tempat-tempat umum,
nama-nama tempat usaha, dan nama-nama produki sgpertterjadi di beberapa kota
besar di Indonesia. Oleh karena itu, benarlah aay Wikemukakan oleh Moelyono
yang dimuat diKompas tahun 2010 yang menyatakan bahwa penguasa/peaferint

Indonesia kelihatannya kurang berdaya mengatur wenainbu pemakaian bahasa di
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tempat umum dan terbuka yang berakibat bahasa @ésiggris) sudah mengisi ranah
kehidupan yang semula diisi dengan bahasa Indoflagianan, 2003:35).

Untuk menjawab permasalahan yang dibahas dalam lamakai, maka akan
dibahas bagian per bagian dari masalah sebagainaailaanalisis data dalam penelitian
yang telah dilakukan.

1. Wujud Penggunaan Bahasa Indonesia Di Ruang Publik

a) Penggunaan Campur Kode Bahasa Indonesia dengamsd&htygris

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh Imelaasil observasi dan
wawancara di kalangan pengguna bahasa di ruangkpwgicara umum diperoleh
gambaran adanya campur kode bahasa Indonesia ddyajmsa Inggris. Dengan
demikian, tergambarlah sikap dan pandangan mereRksdap penggunaan bahasa
Indonesia dan bahasa asing pada nama tempat uaahaadtha produk. Pada sektor
perhotelan misalnya, mereka menyebutkan bahwa Hecemgan mereka memilih
menggunakan bahasa asing karena sasaran ataupalsik yang dibidik adalah orang
dari luar (luar negeri atau orang asing). Oleh hkariéu, mereka merasa sangat tepat kalau
menggunakan bahasa Inggris sebagai nama hotelnataa-nama tempat atau ruang
dalam hotel. Di samping itu, mereka menganggap dzalhagggris lebih bergengsi dan
terkesan elegan. Dengan alasan itu, hasil andiisislasarkan data kuesioner juga
menunjukkan bahwa sikap mereka terhadap penggulrsmsa Indonesia rata-rata hanya
pada skala sikap yang kurang positif. Berikut Grafi menunjukkan sikap bahasa
responden penggunaan bahasa Indonesia dan bai@sdedsadap nama-nama tempat
usaha.
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Grafik 1. Prosentase wujud penggunaan bahasa | ndonesia, bahasa Asing
sebagai nama Tempat Usaha dan Nama Produk

Berdasarkan grafik 1 di atas, tampak l@penggunaan bahasa Indonesia
sebagai nama tempat usaha dan nama produk, 54%atakay tidak setuju dan hanya
26,66% yang menyatakan setuju. Sementara untuksaal@ggris ternyata yang
menyatakan setuju sebesar 62,22% dan hanya 23,3B% menyatakan tidak setuju.
Selanjutnya, dengan pernyataan yang menyangkutgpaagn bahasa Indonesia dan
bahasa Inggris secara bersama (bahasa Indoneatasddan bahasa Inggris di bawah)
juga menunjukkan bahwa pada umumnya mereka tiglalkusdengan persentase sebesar
48,88%. Akhirnya, dengan pernyataan hanya penggubaiaasa Indonesia saja sebagai
nama tempat usaha atau nama produk, ternyata pagi@nya juga mereka tidak setuju
(57,77%) dan hanya 25,55% yang menyatakan setujal iHi semakin jelas
mengindikasikan bahwa sikap bahasa mereka terHzatzgmsa Indonesia sebagai bahasa

nasional dan sebagai bahasa resmi Negara negatif.

Data tersebut menunjukkan bahwa mereka tidak mi@mikatan emosional
dengan bahasa nasionalnya sebagai lambang kebanggaabang identitas, dan
sebagai simbol jati diri bangsa. Kebanggaan menillhasa Inggris sebagai nama
tempat usaha dan nama produk mengalahkan kebamgtgghadap bahasa nasionalnya.

Untuk menguatkan argumen yang telah dituangkamdgieafik di atas, di bawah ini



sertakan gambar penggunaan campur kode bahasayasiggnendominasi nama-nama

usaha dan nama produk khususnya di daerah wily&adsar.

Sebagai contoh : Nama tempat wisata di Makassagagiekrennya diberi nama

“Bugis Water Park”,

elycGis
da 72K

|2

nama perumahan “Green House Hasanuddin”, kafe demgyaa “One Café”, dan

mal “ Makassar Town square atau disingkat menjato$ dll.
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b) Wujud Interferensi Penggunaan Kata Asing-(Inggtisuang publik

Masyarakat Indonesia yang cenderung menganggapabbahasa Inggris adalah
bahasa yang berprestise, bahasa tinggi, bahassgesiy Mereka menggunakan bahasa
Inggris tersebut mengikuti bagaimana ia mendengar demahami bahasa Inggris itu
secara parsial. Gambar di bawah ini menunjukkanvhakebagian dari masyarakat kita
tidak mengenal dan tidak mengetahui bagaimana baheaggris itu dituliskan, dan
digunakan secara benar. Mereka hanya memahami Hadihesa Inggris adalah bahasa

yang dapat menaikkan prestise dan gengsi usahanyargka kerjakan.
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——

Kongres /
Bahasa Indonesia



LL HELI 'H'F “'S‘E,f: 1L

Kedua contoh gambar di atas, semakin menguatkanebplihan bahasa Inggris
sebagai nama produk usaha ataupun sebagai tengiat lebih dipilih oleh responden
yang antara lain mengemukakan alasan bahwa bahggasl dinilai lebih bergengsi,
lebih berprestise, dan lebih elegan, meskipun naessitah dalam menuliskan bahasa

Inggris dalam memperkenalkan produk dan nama usaineka.

¢) Wujud Campur Kode Bahasa Indonesia dengan bahasaalDali Ruang
Publik

Sebagian masyarakat Indonesia dalam menyampailsam galam suatu tindakan
komunikasi, melakukan upaya pendekatan lokatif penerapan leksikon atau kata-kata
yang bernuansa lokal atau 'glokalisasi sebagai sgadi dari kata globalisasi.
Pemberdayaan ungkapan yang bermuatan lokal dalgrat&e bertutur dipandang oleh
sebagian masyarakat memiliki daya persuasi yarggitifSebagai contoh gambar di

bawah ini.

m f'\ PROF ANDALAN

- SULAWESI SELATAN 2018

PAENTENGI

SIR\’NA
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Gambar 1 dan gambar 2 di atas membuktikan bahwggpeaan leksikon yang
bermuatan lokal menjadi pilihan karena dianggamtiagmbangun relasi keakraban dan

memberikan komitmen yang dapat dipercayai oleh aragat. Bahasa daerah
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dipergunakan di ruang publik dengan asumsi bahwadaadaerah memiliki nilai emotif

dan persuasif yang dapat menarik simpati masyarakat

Dengan demikian, penggunaan bahasa Indonesia, éaksing, dan bahasa
Daerah di ruang terbuka umum atau ruang publik, ifiléndaya komunikatif sesuai
tugas dan fungsinya. Namun, produktivitas penggurashasa Asing dianggap lebih
mendominasi sehingga peluang dan nilai prestiseadaalindonesia sebagai bahasa
pemersatu bangsa, bahasa dan lambang nasional dindefaah, yang berakibat

masyarakat memberikan respon negatif terhadapssdatukedudukan bahasa Indonesia.

2. Strategi Pengutamaan Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Terbuka

Umum (Ruang Publik)

Garvin dan Mathiot telah menjelaskan bahwa adadiap bahasa yang dimiliki
oleh pengguna bahasa, yaitu loyalitas bahasa, gghan bahasa, dan ketaatan pada
norma bahasa. Apabila pendukung bahasa sudahldigiiterhadap bahasanya dan tidak
berusaha membela bahasanya dari pengaruh dari damr lebih-lebih lagi kalau
pendukung bahasa itu sudah tidak atau enggan meaigu bahasanya, maka
pendukung bahasa itu sudah dikatakan bersikapihtagaidap bahasanya.

Situasi kebahasaan yang kompleks seperti itu yalah tdikemukakan di atas,
memerlukan adanya suatu strategi berupa garisakelnijyang dapat mengatur dengan
cermat, tepat, dan arif bijaksana dalam pembagganpyang akan dan harus dimainkan
oleh masing-masing dari ketiga jenis bahasa itlngdba Indonesia, bahasa daerah, dan
bahasa asing). Oleh karena itu pula, perencandamsbdadndonesia adalah upaya yang
tidak mungkin dihindari. Setidaknya, pesatnya peti@ngan bahasa dan sastra
Indonesia dan gencarnya “serangan” globalisasi shamipadankan dengan
menggencarkan peran glokalisasi. Dalam hal ini,abahindonesia harus memiliki
kedudukan yang stabil dan terpercaya. Status mieatikgn atau mengurangi
penggunaan bahasa menjadi kebijakan politik yaaguinsikan dapat mengembangkan
dua hal, yaitu pengembangan bahasa dan menciptsikaasi-situasi sosial. Di lain
pihak, kebijakan bahasa secara resmikaangan pemerintahan dan pendidikan

merupakan upaya pengembangan bahasa untuk menyaaiseanasionalisme.
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Dengan demikian, dalam makalah ini ditawarkan list@tegi yang dapat
digunakan untuk pengutamaan penggunaan bahasaeBiddkhususnya di ruang
publik, seperti di bawah ini.

1.Perlu dilakukan penertiban terhadap media (spargiiho, banner, papan nama
instansi / institusi /perusahaan yang masih mergigam bahasa Asing tanpa
menyandingkan dengan bahasa ndonesia. Penertiberinjuan agar, wibawa
bahasa pemerintah selaku dewan pembina dan penggambaahasa Indonesia
terlihat oleh masyarakat. Dengan demikian, bir@nklataupun pembuat jasa
layanan masyarakat berhati-hati dalam menuangkanatdupun konsep yang
akan disampaikan kepada khalayak umum.
2. Upaya sosialisasi kebijakan pengutamaan penggunizaimsa Indonesia.
Sosialisasi ini dapat dilakukan secara periodikapasgtdia massa seperti televisi,
koran, majalah, serta media sosial seperti facebwatter, whats App, Line, dan
media lainnya. Melalui media massa dan media sodiperkenalkan sejumlah
kosa kata yang memberikan konsep yang lebih jels kiomunikatif jika
dibandingkan dengan menggunakan bahasa Inggrigalisasi yang dilakukan
harus melibatkan banyaka pihak dan berbagai elemesyarakat sebagai
sasarannya.
3. Pembinaan bahasa perlu dilakukan oleh pemerintadlan® hal ini, Badan
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk teruskukwsela sosialisasi dan
pembinaan kepada masyarakat tentang bahasa Indodasi penggunaannya serta
sosialisasi tentang UU RI No. 24 Tahun 2009 kanmeeasih banyak masyarakat yang
belum mengetahuinya.
4. Peraturan Daerah. Tiap daerah yang tersebar dibehglosok nusantara ini, perlu
membuat kebijakan yang sama tentang aturan pengguoahasa di ruang publik dan
sanksi yang akan diberikan oleh pemerintah. Petadrijuga harus membuat peraturan
perundang-undangan yang lebih mengikat dan melakugangawasan terhadap
penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat khusdsnyang publik serta melakukan
tindakan hukum atau memberi sanksi bagi yang mgkmnga agar memiliki efek jera
seperti yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarakni dengan menurunkan
spanduk yang menggunakan bahasa asing. Untuk peatedaerah agar lebih berperan
aktif dalam menertibkan penggunaan bahasa asingnuamgutamakan penggunaan

bahasa negara Indonesia sesuai amanat undang-undang
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5. Menjalin relasi dan kerja sama dengan seluruh elemesyarakat, instansi,
institusi pendidikan, perusahaan, dan asosiasklpaen. Apabila kita merujuk pada
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU No@@rTahun 2003 Pasal 33)
disebutkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahgaemaenjadi bahasa pengantar
dalam pendidikan nasional. Sementara itu, bahasieallg/ang tersebar di seluruh desa
di Indonesia dapat digunakan sebagai bahasa pamngantalam  tahap  awal
pendidikan apabila diperlukan  dalam penyammpai pengetahuan dan/atau
keterampilan tertentu. Sedangkan, bahasa adamat digunakan sebagai bahasa
pengantar pada satuan pendidikan tertentu unehkdokung kemampuan berbahasa
asing peserta didik. Maka, dengan memberikan pemamasebagaimana yang tertuang
dalam UU Nomo 20 tahun 2003 pasal 33 tersebut, aipmyngutamaan penggunaan
bahasa Indonesia di ruang publik dapat berjalamyateraik, kerna masyarakat telah
mengetahuinya melalui jalinan kerja sama berupabgein semua elemen dalam
mengangkat harkat dan martabat bahasa Indonesigadsahasa yang memiliki peran,
tugas, fungsi yang mengantar bangsa Indonesia @elm@mgsa yang bermartabat,
terhormat, dan cinta terhadap bahasanya, bahasadsid.

Jayalah Indonesia, jayalah bahasaniesia.

PENUTUP

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, dajpislaipulkan bahwa wujud
penggunaan bahasa Indonesia di ruang pubik samgalahl. Hal terbukti dengan
banyaknya pencampuran kode bahasa Inggris dendaasddndonesia, dan bahasa
daerah pada ruang publik. Masyarakat menganggapebbhhasa asing adalah jaminan
mutu, berprestise, dan bergengsi. Sebaliknya, dsahalonesia semakin terpinggirkan
dan bahkan sudah hampir ditinggalkan karena kesadaasyarakat sudah sangat rendah
dan lebih bangga menggunakan bahasa asing. Maaydeddih suka berbahasa asing
karena menilai bahasa asing lebih relevan dengetempdangan dunia saat ini. Tanpa
mereka sadari, hal tersebut merupakan perbuataawaelhukum karena melanggar UU
RI No. 24 Tahun 2009 khususnya pasal 26 sampaia4@ yecara jelas membahas
tentang penggunaan wajib bahasa Indonesia.

Strategi pengutamaan penggunaan bahasa Indonesiardj publik yang dapat

dilakukan sebagai upaya mengembalikan wibawa degaldiri bahasa sebagai lambang
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identitas nasional adalah dengan melakukan peaarpenggunaan bahasaasing di ruang
publik; secara rutin melaukan sosialisasi; melakukembinaan dan pengembangan
bahasa Indonesia sehingga terkesan bahwa bahwanekido dapat mengikuti

perkembangan zaman; pemberlakuan peraturan dsehaigga secara merata diseluruh
pelosok tanah air memberlakukan paraturan penggubahasa Indonesia di ruang

publik secara tegas; dan yang terakhir membaargjasi dan kerja sama serta pelibatan
seluruh komponen dalam menjaga dan memelihara daln@®nesia sebagai bahasa

pemersatu, sebagai lambang identitas nasional.
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